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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji termasuk rukun Islam yang ke lima, dan diwajibkan setiap
umat Islam untuk menjalankan bagi yang mampu. Mampu yang dimaksud
yaitu mampu dalam keadaan rohani dan jasmani. Seperti dijelaskan di dalam
Al Quran Qs Ali Imran Ayat 97:
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Terjemahan : Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam
Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara)
kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke
Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke
sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah
Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.'
Pinjam uvang untuk pergi haji bagi mereka yang memang belum punya

uang cukup merupakan sebuah tindakan takalluf atau memaksakan diri yang

bukan pada tempatnya.

Padahal isyarat dan pesan dalam Al-Quran menyebutkan bahwa hanya
mereka yang mampu saja yang diperintahkan untuk berangkat haji. Kalau

memang belum punya harta sebesar itu, kewajiban berangkat haji sudah gugur.

! Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemahannya , (Jakarta: Cahaya Widya, 2011). 902.



Masyarakat agar bisa berangkat haji itu dengan ikut pembiayaan
talangan haji di LKS. Dengan begitu nasabah memperoleh jasa dari LKS
untuk mendapatkan sebuah porsi Haji dan bank LKS sendiri mendapat ujrah
dari nasabah. Sehingga LKS membaca peluang dari masyarakat untuk
mendirikan produk talangan haji.

Sebagaimana kita ketahui, karena banyaknya peminat mereka yang ingin
berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci, maka pihak Kementerian
Agama RI mengharuskan para calon jamaah haji untuk menyetorkan dulu
sejumlah dana (kurang lebih 25 juta) sebagai ‘tanda jadi’ bahwa mereka serius
ingin berangkat haji.

Tanpa setoran awal ini, maka seorang jamaah tidak akan tercantum
namanya dalam daftar antrian. Bahwa biaya naik haji sekitar 40 jutaan
sedangkan uang 25 juta hanya bisa untuk mendapatkan seat porsi haji.

Tentu buat mereka yang belum punya uang sebesar 25 juta, tidak
mungkin ikut antrian. Oleh karena itu agar segera bisa ikut antrian, pihak
bank kemudian menawarkan dana segar pinjaman kepada para calon jamaah
haji. Dengan syarat bahwa calon jamaah haji harus mematuhi prosedur dan
persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak bank tersebut.

Dana talangan haji adalah sejumlah dana yang dipinjamkan oleh pihak
bank kepada masyarakat calon jamaah haji untuk mendapatkan porsi haji. Dan

untuk jasa peminjaman itu, pihak bank berhak mendapatkan semacam “uang



jasa”, yang tentunya menjadi sebuah transaksi yang bersifat profit margin
tersendiri dalam bisnisnya.’

Maka dalam hal ini KJIKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa
Timur membuka PDTH (Pembiayaan Dana Talangan Haji). Karena untuk
membantu dan mempermudah umat muslim yang ingin melakukan ibadah
haji. Dan dalam hal ini dana talangan tersebut diberikan untuk mendapatkan
kursi haji melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).

Munculnya produk talangan haji tersebut maka dewan syariah Nasional
mengeluarkan Fatwa MUI NO 29/Dsn —-MUI /VI/ 2002 tentang pembiayaan
pengurusan haji lembaga keuangan Syariah adalah sebagai berikut: “dalam
pengurusan haji bagi nasabah, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat
memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip a/- ijarah sesuai
Fatwa DSN-MUI No. 9 /DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH
nasabah dengan menggunakan prinsip gard sesuai dengan fatwa DSN-MUI
nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak
boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Besar imbalan jasa a/-
ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan gard yang diberikan LKS

kepada nasabah.’

? Ahmad Sarwat, “ Halalkah Dana Talangan Haji dari Bank“, dalam http: // rofiqa.wordpress.com,
Tanya jawab. Html, diakses pada 4 November 2015.

* Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Jilid 1Edisi Revisi
(Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), 176.



Bila dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 maka
lembaga keuangan tidak boleh mengambil jasa berkali-kali ketika nasabah
sudah mendapatkan seat porsi haji. Ketika LKS jasanya sudah diselesaikan.

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun menggunakan pembiayaan
dengan menggunakan akad a/- jjarah untuk mendapatkan ujrah dari nasabah.
Lafal al- jjarah dalam Bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. a/-
ijarah ini merupakan bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan
hidup manusia.”

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ijarah itu senantiasa
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya
yang tidak merugikan salah satu pihak pun terpelihara pula maksud mulia
yang diinginkan agama. Sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam melaksanakan aktivitas Jjjarah yaitu bahwa para pihak yang
menyelenggarakan akad 7jarah tersebut haruslah berbuat atas kemauan sendiri
dengan penuh kerelaan tanpa adanya paksaan.

Melakukan akad 7jarah tidak boleh juga ada unsur penipuan, baik yang
datang dari muajjir atau pun dari musta’jir. Dan dalam rangka ini kedua
belah pihak harus memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang
mereka jadikan sasaran dalam berijarah, sehingga antara keduanya tidak ada
yang merasa dirugikan.

Pemberian upah atau imbalan (wujrah) dalam Jjjarah mestilah berupa

sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa yang tidak bertentangan

* Nasrun Harun, Figih Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 230.



dengan kebiasaan yang berlaku’ schingga kebanyakan masyarakat
menggunakan uang tersebut sebagai imbalan.

Pelaksanaan dana talangan haji ini nasabah harus membayar setoran awal
dan membayar wujrah di depan, membuka rekening BSM dan membuka
rekening tabungan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun untuk
memperoleh dana talangan haji sebesar 22,5 juta rupiah dan nasabah diberi
jatuh tempo dalam waktu 1 Tahun dalam membayar dana talangan haji
tersebut.

Imbalan atau jasa yang dikenakan kepada nasabah talangan haji yaitu
sudah dibayar diawal untuk mendapatkan sear porsi haji yang dibantu oleh
KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun dan biaya jasa tersebut sudah
ditentukan oleh KJKS tersebut.

Dasar yang digunakan oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun
dalam pengambilan wjrah dari nasabah yaitu karena KJKS BMT Mandiri
Sejahtera sudah membantu nasabah dalam mendapatkan seaf porsi haji.

Nasabah talangan haji di KJKS BMT Mandiri Sejahtera pada nasabah
yang melakukan pembiayaan tersebut harus menyetorkan uang 6. 200.000
untuk mendapatkan seat porsi haji. Berdasarkan setoran awal 6. 200.000
tersebut meliputi setoran awal 2. 500.000, ujrah 3.000.000, membuka dua
rekening tabungan 600.000 dan pengurusan materai 100.000. Sehingga

nasabah diberi waktu 1 tahun oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang

® Helmi Karim. Figh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 36.



Dukun Jawa Timur untuk mengembalikan uang dana talangan haji sebesar
22, 5 juta dan ketika nasabah sudah mendapatkan seat porsi haji.

Jika nasabah tidak dapat membayar dengan waktu yang ditentukan
(menunggak ) maka nasabah dikenakan wjrah yang sama seperti di awal yaitu
membayar 3 juta dan harus dibayar di depan dan melakukan perpanjangan
akad.

Maka dalam hal ini penulis mengambil judul tentang “Tinjauan Fatwa
DSN Terhadap Ujrah Talangan Haji Yang Melebihi Tempo Di KJKS BMT

Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas bahwa dapat
diidentifikasikan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pembiayaan nasabah talangan haji.
2. Akad yang digunakan oleh BMT .
3. Imbalan atau jasa (ujrah) yang dikenakan kepada Nasabah Talangan Haji
secara umum.
4. Dasar hukum yang digunakan oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera dalam
hal pembiayaan talangan haji.
5. Tinjauan hukum Islam terhadap ujrah talangan haji.
6. Imbalan atau jasa (wjrah) yang dikenakan kepada nasabah talangan haji

yang melebihi tempo.



7. Tinjauan hukum Islam terhadap ujrah talangan haji yang melebihi tempo
di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur.

Dalam hal ini agar penulis dapat fokus dalam penulisannya maka penulis
akan membatasi Masalah yang penulis Bahas agar terarah sehingga penulis
mengkaji tentang :

1. Tentang imbalan atau jasa (ujrah) yang dikenakan kepada nasabah talangan
haji yang melebihi tempo.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap ujrah talangan haji yang melebihi tempo

di KJKS BMT Mandiri sejahtera.

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Nasabah Talangan Haji yang gagal
bayar di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur ?
2. Bagaimana Analisis Fatwa DSN terhadap ujrah talangan haji yang
melebihi tempo di KIKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa

Timur ?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran tentang
topik yang diteliti oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulanggan
atau plagiasi kembali. Setelah penulis mencari atau menelusuri kajian pustaka

dari awal penulis tidak menemukan dan membaca skripsi antara lain :



1. Skripsi oleh Yuyun Setia Wahyuni yang berjudul “Analisis Hukum Islam
Terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan Menggunakan Akad al-ijarah
Multijasa”. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya 2010. Pada skripsi tersebut hasil penelitian
lebih ditekankan bahwa aplikasi pembiayaan talangan haji di BNI Syariah
Cabang Surabaya menggunakan akad jjarah multijasa. Objeknya adalah
nomor seat porsi haji. Dimana nasabah membuat permohonan pembiayaan
talangan haji dan mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah
ditentukan. Dalam perpesktif Hukum Islam, akad pembiayaan talangan
haji di BNI Syariah cabang Surabaya tidak sesuai dengan hukum Islam.
Letak ketidak sesuaiannya adalah akad yang digunakan dalam pembiayaan
talangan haji ini semestinya adalah akad hutang piutang (gard) dan bukan
akad 7jarah namun pada praktiknya bank menggunakan akad Jjarah
multijasa.’

2. Hidayatun Nadifah yang berjudul “ Studi penerapan akad Qard pada
produk talangan haji tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya dalam
perspektif hukum Islam”. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2012. Pada skripsi tersebut
hasilnya lebih menekankan bahwa penerapan akad gard pada produk
talangan haji di BTN Syariah Cabang Surabaya. Sebagai pinjaman kepada
nasabah calon haji yang membutuhkan dana talangan pada saat pelunasan

BPIH guna memperoleh seat porsi haji. Dalam memberikan pinjaman

% Yuyun Setia Wahyuni, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan
Menggunakan Akad al-ijarah Multijasa” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).



(gard) BTN Surabaya membebankan biaya administrasi yang jumlahnya
tergantung pada besarnya pinjaman (gard) kepada nasabah talangan haji
sebagai biaya operasional. Menurut perpektif hukum Islam gard
merupakan pinjaman non komersial yang berasaskan tabarru’ (tolong
menolong). Sehingga BTN Syariah tidak mengambil keuntungan berupa
apapun dalam memberikan pinj aman.’

3. Kartika Tri Mukti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Aplikasi Akad Pembiayaan Dana talangan haji pada Bank Mega Syariah
Cabang Surabaya”. Jurusan muamalah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2012. Pada skripsi tersebut hasilnya
lebih menekankan bahwa aplikasi pembiayaan dana talangan haji di Bank
Mega Syariah Cabang Surabaya menggunakan akad gard wa ijarah. dengan
dengan ketentuan untuk pembiayaan gard bank bertugas meminjamkan
dana talangan haji sejumlah tertentu, dan nasabah wajib melunasi dari
jumlah pokok pinjaman tersebut. Sedangkan jjarahnya adalah terkait
dengan sewa jasa yang dilakukan oleh pihak bank dalam proses penerbitan
porsi haji dari SISKOHAT. dalam perpektif Islam, dalam perpektif hukum
Islam, secara keseluruhan apa yang diterapkan Bank Mega Syariah Cabang
Surabaya sudah sesuai dengan konsep hukum Islam berdasarkan dalil QS.

Al- Bagarah ayat 280 (tentang gard) dan sesuai dengan fatwa DSN MUI

’ Hidayatun Nadifah, “Studi penerapan akad Qard pada produk talangan haji tahun 2012 di BTN
Syariah Cabang Surabaya dalam perspektif hukum Islam” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2012).
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No. 19 tahun 2001 dan dengan menggunakan Jjarah sesuai fatwa MUI No.
9 tahun 2000.°

4. Siti Rofigoh Kusuma Wardani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Penentuan Ujrah pada pembiayaan Haji di BNI Syariah Cabang
Semarang.” Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang 2013. Pada skripsi
tersebut lebih menekankan Pelaksanaan pembiayaan haji di BNI Syari’ah
Cabang Semarang menggunakan akad Qard wal Ijarah. Akad Qard
digunakan sebagai akad dalam memberikan pinjaman dana talangan haji
kepada nasabah, sedangkan akad Ijarah digunakan sebagai representasi
atas ujrah yang diambil berdasarkan jasa bank dalam menguruskan
administrasi di Kementerian Agama. Bank BNI Syari’ah memang
seharusnya mendapatkan ujrah atas pengurusan tersebut, tapi pada
kenyataanya ujrah yang diambil berdasarkan jumlah talangan gard yang
diberikan kepada nasabah. Dan ini belum sesuai dengan hukum Islam.’

5. Muhammad Bachtiyar Rifai yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Produk Talangan Haji (Study di Bank Syariah Mandiri Cabang
Cik Tiro (Yogyakarta).” Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010. Pada skripsi

tersebut hasilnya lebih menekankan bahwa produk talangan haji BSM

¥ Kartika Tri Mukti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Akad Pembiayaan Dana talangan
haji pada Bank Mega Syariah Cabang Surabaya (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).
? Siti Rofigoh Kusuma Wardani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Ujrah pada
pembiayaan Haji di BNI Syariah Cabang Semarang” (Skripsi--IAIN Wali Songo, Semarang,
2013).
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dalam prakteknya tetap memperhatikan aspek kemampuan financial
nasabah dan memberikan dampak kemaslahatan yang nyata bagi kedua
belah pihak, bank dan nasabah dan keberadaan produk ini telah sesuai
dengan hukum Islam."

6. Ayu Yeni Chanita Sari yang berjudul “ Tinjauan Maslahah Terhadap
Fatwa DSN No. 29/ DSN- MUI/ V1/2002 Tentang Pembiayaan dan
Pengurusan Haji di BRI Syariah Sidoarjo.” Jurusan Muamalah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2013. Pada
skripsi ini lebih menekankan bahwa penerapan fatwa DSN No. 29/ DSN-
MUI/ V1/2002 dalam produk pembiayaan talangan haji BRI Syariah ini
sesuai dengan akad qard dan ijarah. Dan problematika terhadap penerapan
fatwa ini yaitu muncul dari para nasabah yang tidak mampu melunasi
pembiayaan tepat pada saat jatuh tempo dan pembatalan porsi hajinya. Dan
dari penerapan fatwa DSN No. 29/ DSN- MUI/ V1/2002 dalam produk
pembiayaan ini yang dimiliki BRI Syariah termasuk produk yang haram
sebab menimbulkan mafsadah yang sangat besar."'

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang ditulis oleh peneliti
mempunyai perbedaan bahwa dalam hal ini penulis lebih fokus dalam hal

yjrah talangan haji yang melebihi tempo yang berkenaan dengan

' Muhammad Bachtiyar Rifai, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Study
di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Tiro (Yogyakarta)” (Skripsi--UIN Kalijaga, Yogyakarta,
2010).

" Ayu Yeni Chanita Sari, “ Tinjauan Maslahah Terhadap Fatwa DSN No. 29/ DSN- MUI/
V1/2002 Tentang Pembiayaan dan Pengurusan Haji di BRI Syariah Sidoarjo” (Skripsi--IAIN
Sunan Ampel, Surabaya, 2013).
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pembebanan ujrah yang diberikan jika nasabah tidak bisa membayar pada

waktu tempo yang ditentukan (menunggak).

. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini antara
lain :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan Nasabah Talangan Haji yang
gagal bayar di KIKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap ujrah talangan haji yang
melebihi tempo di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa

Timur.

. Kegunaan Penelitian
Kegunaan Penelitian yang peneliti lakukan ini mudah-mudahan dapat
bermanfaat bagi peneliti sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak
lain yang berkepentingan. Dan kegunaan secara umum meliputi:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini digunakan untuk mencari dan membuktikan teori-teori
yang sudah ada dan diimplikasikan pada kenyataan yang ada dilapangan.
Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu

pengetahuan Peneliti dan semua pihak yang berkaitan dalam memahami
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dan menguasai teori yang telah diajarkan. Dan tidak menutup
kemungkinan juga untuk pemahaman publik.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini bermanfaat untuk peneliti dalam hal pengalaman baru
yang dapat dilakukan dan dapat mengasah kemampuan yang mendalam
dalam menerapkan suatu ilmu dan kreativitas di lapangan atau di dalam

masyarakat.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam : Segala aturan Allah yang berhubungan dengan al- Quran,
hadist dan pendapat-pendapat para ulama tentang ujrah .

2. Ujrah Talangan Haji : Jasa atau upah yang diberikan nasabah kepada
KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur dalam
memperoleh seat porsi haji.

3. Melebihi Tempo : Waktu pelunasan pembiayaan talangan haji yang
ditentukan oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa

Timur dalam waktu 1 tahun.

H. Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian
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yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang diamati. '
1. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan
nasabah talangan haji di KIKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun.
2. Sumber data yang digunakan ada 2 antara lain:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah Data yang diperoleh secara langsung
dari sumber pertama dalam penelitian.” Dengan cara mengadakan
wawancara kepada responden yang telah ditetapkan. Adapun sumber

primernya adalah :

1) Kepala BMT mandiri cabang dukun
2) Customer Service BMT Mandiri Cabang Dukun
3) 4 nasabah
b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang di dapat dari
kepustakaan yang tidak berkenaan secara langsung yaitu dari
dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang
sudah berbentuk laporan maupun yang lainnya yang berkaitan dengan

penelitian. '*

2 Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitattif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006),
4,
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Bandung: Media Press, 1999), 12.
14 1105
Ibid.
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sumber data sekunder ini berupa dokumen-dokumen untuk
memperkuat hasil penelitian. Dan untuk melengkapi sumber data
primer. Adapun sumber data sekunder adalah:
1) Antonio Muhammad, Syafii. Bank Syariah dari Teori ke Praktik.
2) Haroen, Nasrun. Figih Muamalah.
3) J Lexy, Moleong , Metodologi Penelitian Kualitattif:

4) Jundiani. Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.

3. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini adalah:

a.

Pengamatan (Observasi)

Pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan
(observasi) adalah mengamati suatu situasi yang asli dan bukan
buatan manusia secara sengaja dan dilakukan secara langsung yaitu
dengan pandangan mata tanpa perantara alat lain. Dengan tujuan
mengamati secara langsung.'> Peneliti secara langsung ikut melihat
terhadap pelaksanaan nasabah yang melakukan pembiayaan di KJKS
BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur.

Wawancara

Wawancara  adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang
mengajukan pertanyaaan dan yang diwawancarai. pengumpulan data

yang dilakukan peneliti dengan bertanya langsung kepada pihak yang

5 1bid, 207.
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berkaitan ini penulis ingin menggali informasi yang berkenaan dengan
penelitian penulis.'®
Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah:
1. Kepala BMT mandiri cabang dukun
2. Customer Service BMT Mandiri Cabang Dukun
3. 4 nasabah
c. Studi Dokumen
Mengumpulkan data dari dokumen dokumen KJKS BMT untuk
memperoleh data mengenai ujrah talangan haji yang melebihi tempo
dan pelaksanaan nasabah talangan haji di KJKS BMT. Adapun
dokumen-dokumen tersebut berupa:
1. Brosur pembiayaan nasabah talangan haji
2. Daftar nasabah talangan haji
3. Dokumen perjanjian akad.
4. Teknik Pengelolaan Data
Tahapan dalam pengolaan data dalam penelitian itu sebagai berikut :
a. Organizing : yaitu sutau proses yang sistematis dalam pengumpulan,
pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian."’
b. Editing : yaitu kegiatan untuk memperbaiki kualitas data (mentah)

serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ ketepatan data

tersebut.'®

' Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitattif. ..., 135.

"7 Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.
18 1y
Ibid, 97.
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c. Coding : yaitu kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang
relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.'’
5. Teknik analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian adalah
menggunakan metode deskriptif Analisis yaitu untuk mengambarkan atau
menjelaskan data yang berkenaan dengan pembahasan, dimana dalam
teknik ini mengambarkan fakta tentang pembiayaan nasabah talangan haji
yang menunggak dalam melunasi pembayaran ibadah haji di KJKS BMT
Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur.

Analisis tersebut menggunakan pola pikir induktif yaitu menjelaskan
atau menggambarkan fakta di lapangan dan kemudian dikaitkan dengan
teori — teori atau dalil yang ada terhadap pelaksanaan nasabah talangan
haji yang berkaitan tentang ujrah yang melebihi tempo yang kemudian
ditemukan pemahaman secara umum dan diambil kesimpulan yang bersifat

khusus dari penelitian.

I. Sistematika Pembahasan
Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis agar mempermudah
pembahasan di dalam penelitian. Sistematika pembahasan ini sebagai berikut:
Bab pertama, merupakan pendahuluan, latar belakang, Rumusan masalah,
identifikasi masalah dan batasan masalah, kajian pustaka kegunaaan

penelitian dan definisi operasional, metode penelitian, yang terakhir

1 Ibid, 99.
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sistematika pembahasan tentang pelaksanaan nasabah talangan haji di KJKS
BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur.

Bab kedua, ujrah dalam pandangan hukum Islam dan fatwa DSN, yang
membahas antara lain: akad al- Jjarah, dasar hukum ijarah, rukun ijarah,
syarat al- ijarah, batalnya al- ijarah dan objek ijarah serta fatwa DSN tentang
ujrah.

Bab ketiga berisi hasil penelitian tentang ujrah talangan haji yang
melebihi tempo di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun yang antara
lain: Profil KIKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur,
Produk, akad dan dasar penerapan hukum yang digunakan oleh KJKS BMT
Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur, Aplikasi Pembiayaan dana
talangan haji di KIKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur.
Meliputi : akad yang digunakan dan dasar pelaksanaan pembiayaan dana
talangan haji.

Bab ke empat, menguraikan analisis terhadap ujrah talangan haji yang
melebihi tempo di KIKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun dan
analisa terhadap akad yang digunakan.

Bab ke lima penutup yang berisi kesimpulan.
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